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KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas terselesaikannya Laporan Survei
Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang merupakan
bentuk pertanggungjawaban dan tolak ukur tingkat pencapaian sasaran atas

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan ini memuat hasil Survei Persepsi Anti Korupsi mengenai
pelayanan yang diberikan pada Pengadilan Tinggi Bandung kepada masyarakat
penguna pengadilan. Survei ini berisikan pendapat masyarakat mengenai
pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Tinggi Bandung,

yang dikumpulkan dengan cara memberikan kuesioner pada setiap pengguna
pengadilan.

Pelaksanaan survei ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara
Pelayanan Publik dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023.

Survei dilaksanakan pada Periode 1 Juli 2026 sampai dengan 30
September 2026. Hasil dari survei ini diharapkan dapat memberikan gambaran
tentang capaian kinerja dan mengetahui kekurangan-kekurangan dalam
memberikan pelayanan prima terhadap pengguna pengadilan.

Laporan ini masih memerlukan perbaikan sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggara
negara, sehingga laporan ini sangat terbuka terhadap kritik, saran dan masukan.
Semoga laporan ini dapat berguna bagi segenap warga pengadilan serta dalam
penyempurnaan pelayanan pengguna pengadilan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, 2 Oktober 2026

Tim Survei Pengadilan Tinggi Bandung,
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BAB |
KUISIONER SURVEI

Fokus pembangunan Zona Integritas  sebagaimana disebutkan
dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan
Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan
Evaluasi Zona Integritas 2023 tertuju pada dua sasaran utama, yaitu
terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas
pelayanan publik yang prima. Pencapaian sasaran tersebut diukur salah
satunya melalui komponen hasil berupa Survei Persepsi Kualitas Pelayanan
(SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilakukan terhadap pengguna
layanan (pemangku kepentingan) yang telah selesai menerima layanan

yang dalam hal ini adalah aparatur pengadilan negeri di wilayah Jawa Barat.

Kuisioner Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) mengacu pada
Peraturan Menpan RB tersebut, dimana pertanyaan survei mencakup
persepsi anti korupsi yang meliputi variable-variabel -

—

Manipulasi Peraturan
Penyalahgunaan Jabatan
Menjual Pengaruh
Transaksi Biaya

Biaya Tambahan

Hadiah

Transparansi Biaya
Percaloan

© P NSO A N

Perbuatan Curang
10. Transaksi Rahasia

Pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner dibuat dengan bahasa yang
sederhana sehingga responden dengan mudah memahami maksud
pertanyaan ataupun pernyataan yang diajukan dan menjawab sesuai
dengan pengalaman atas layanan yang telah selesai diterima dari
Pengadilan Tinggi Bandung.

Disamping pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut komponen-
komponen anti korupsi di Pengadilan Tinggi Bandung, responden diminta
juga memberikan data tentang diri diantaranya usia, jenis kelamin,

pendidikan terakhir, pekerjaan dan juga nomor telefon/WA yang bisa
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dihubungi. Hal ini berkaitan dengan kesinambungan pelaksanaan survei

persepsi anti korupsi yang dilaksanakan secara berkesinambungan.
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BAB I
METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Responden dalam Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini adalah
penerima layanan Pengadilan Tinggi Bandung yang terdiri dari aparatur
pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung. Persepsi
anti korupsi berkaitan dengan proses penyelesaian perkara baik perdata,
pidana maupun tipikor serta layanan kesekretariatan/umum. Hal ini selaras
dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Bandung (sesuai
Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat

Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahmakah Agung
Republik Indonesia).

B. Metode Pencacahan
1. Sampel
Data survei diambil menggunakan alat pengumpul data yaitu Aplikasi

SiSuper Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan alamat link
mp:{!esurvev.badilum.mahkamahaqunq.qo.id!penqadilanKDE}?SOO.

Responden merupakan masyarakat yang telah menerima layanan di
Pengadilan Tinggi Bandung.

2. Variabel pengukuran

Manipulasi Peraturan
Penyalahgunaan Jabatan
Menjual Pengaruh
Transaksi Biaya

Biaya Tambahan

Hadiah

Transparansi Biaya

T@ ™~ 90 a0 oo

Percaloan

Perbuatan Curang
j. Transaksi Rahasia
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C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Dalam pelaksanaan survei ini data yang diperoleh dari pengisian
survei pada aplikasi SiSuper Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung RI dengan alamat
http:ﬂesurvey.badilum.mahkamahagung.go.idipengadilan!DE}?SOO

Kesepuluh unsur tersebut diatas, selanjutnya disusun kedalam
kuesioner dengan 10 item/indikator, dengan empat option jawaban. Adapun
skor/ penilaiannya menggunakan skala Likert, yaitu skala yang dapat
digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang
terhadap suatu jenis layanan publik. Tingkat persetujuan mereka terhadap

suatu pernyataan atau jawaban atas pertanyaan diberi skor 1 sampai
dengan 4.

Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuisioner bersifat kualitatif untuk
mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan
dimulai dari sangat baik/sangat puas sampai dengan tidak baik/tidak puas.

Pembagian jawaban dibagi dalam 4 katagori, yaitu :

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2
3. Baik, diberi nilai persepsi 3

4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai dengan
menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan,

Nilai penimbang setiap unsur pelayanan dalam survei kepuasan masyarakat
sama dengan menggunakan rumus :

Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot = 1 =N
Jumiah unsur X

N = bobot nilai tertimbang

Untuk memperoleh nilai SPAK digunakan pendekatan nilai rata-rata
tertimbang dengan rumus :

LSPAK = Total dari Nilai persepsi per unsur  x Nilai tertimbang ]

Total unsur yang terisi
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Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SPAK yaitu

antara 25 - 100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai
dasar 25 dengan rumus :

BPAK Unit layanan x 25

Sehingga diperoleh kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan
Tinggi Bandung ditentukan sebagai berikut:

Tabel 1.
Kategori Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

A (Bersih dari Korupsi)

88,31 - 100,00 | 3,5324 - 4,00
B (Cukup Bersih dari Korupsi) 76,61-88,30 | 3,0644 - 3,532

N WA

C (Kurang Bersih dari Korupsi) | 65,00 - 76,00 2,60 - 3,064

Ao

D (Tidak Bersih dari Korupsi) 25,00-64,99 | 1,00 - 2,5996

ke
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BAB IlI
PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

Sampai batas waktu yang ditetapkan (Triwulan 2 Tahun 2026),
responden yang mengisi survei melalui aplikasi SiSuper Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum sebanyak 417 orang yang terdiri dari berbagai
kalangan yang telah selesai mendapat pelayanan di Pengadilan Tinggi
Bandung.

Berdasarkan hasil analisis data hasil survei maka Persepsi Anti
Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung sebesar 99,98 % yang berada pada
kategori “A” (pada interval 88,31 - 100,00). Sementara Indeks Persepsi Anti
Korupsi sebesar 4,00 dengan katagori persepsi korupsi “A” artinya “Bebas
dari Korupsi".

Adapun target capaian yang diharapkan pada sasaran mutu
Pengadilan Tinggi Bandung yang telah ditetapkan berdasarkan Indikator
Kinerja Utama (IKU) sebesar 3,82.

Tabel 2

Rata-rata skor dan peringkat pada setiap item/indikator pengukuran
indeks persepsi korupsi layanan Pengadilan Tinggi Bandung

1 Manipulasi Peraturan 4,000 Bersih dari Korupsi
2 Penyalahgunaan Jabatan 4,000 Bersih dari Korupsi
3 Menjual Pengaruh 4,000 Bersih dari Korupsi
4 Transaksi Biaya 4,000 Bersih dari Korupsi
5 Biaya Tambahan 4,000 Bersih dari Korupsi
6 Hadiah 4,000 Bersih dari Korupsi
7 Transparansi Biaya 3,993 Bersih dari Korupsi
8 Percaloan 4,000 Bersih dari Korupsi
9 Perbuatan Curang 4,000 Bersih dari Korupsi
10 Transaksi Rahasia 3,998 Bersih dari Korupsi

Hasil IPK di atas, terdiri dari akumulasi penilaian pada sepuluh unsur
indikator, selanjutnya pada bagian ini disajikan analisis terhadap masing-
masing ke sepuluh unsur item/indikator yakni sebagai berikut :
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1. Manipulasi Peraturan
Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 4,000 berada pada
interval skor 3,5324 — 4,00 kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan

demikian Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori “A” (Bersih
dari Korupsi) pada Unsur Manipulasi Peraturan.

Adapun hasil jawaban kuesioner pada Unsur Manipulasi Peraturan
secara ringkas disajikan dalam bentuk tabel

Tabel 3

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur: Manipulasi Peraturan

1. |A(Tidak ada) 1 0,00
2. |B (larang) 2 0 0,00
3. |C(Sering) 3 0 0,00
4. |D (Selalu) 4 417 100,00
Jumlah 417 100

2. Penyalahgunaan Jabatan
Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 4,000 berada pada
interval skor 3,5324 - 4,00 kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan
demikian Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori “A” (Bersih
dari Korupsi) pada Unsur Penyalahgunaan Jabatan.

Adapun hasil jawaban pada Unsur Penyalahgunaan Jabatan
secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Penyalahgunaan Jabatan

A(Selalu)

1. 1 0 0,00
2. B (Sering) 2 0 0,00
3. |Carang) 3 0 0,00
4. |D(Tidak Ada) 4 417 100,00
Jumlah 417 100

3. Menjual Pengaruh

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 4,000 berada pada
interval skor 3,5324 — 4,00 kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan
demikian Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori “A” (Bersih
dari Korupsi) pada Unsur Menjual Pengaruh.

Adapun hasil analisis pada Unsur Menjual Pengaruh secara ringkas
disajikan dalam tabel berikut ini *
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Tabel 5

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Menjual Pengaruh

. |A(Selalu) 0,00

1 1 0

2. |B(Sering) 2 0 0,00

3. |C(larang) 3 0 0,00

4. |0 (Tidak Ada) 4 417 100,00
Jumlah 417 100

4. Transaksi Biaya
Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 4,000 berada pada
interval skor 3,5324 — 4,00 kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan
demikian Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori “A” (Bersih
dari Korupsi) pada Unsur Transaksi Biaya.
Adapun hasil analisis pada Unsur Transaksi Biaya secara ringkas
disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Transaksi Biaya

A (Tidak ada)

1, 1 0 0,00
2. |B(Jarang) 2 0 0,00
3. [c(sering) 3 0 0,00
4, [ (selalu) 4 417 100,00
Jumlah 417 100

5. Biaya Tambahan

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 4,000 berada pada
interval skor kategori 3,5324 — 4,00 kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan
demikian Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori “A” (Bersih
dari Korupsi) pada Unsur Biaya Tambahan.

Adapun hasil analisis pada Unsur Biaya Tambahan secara ringkas
disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7

Indeks Persepsi Koﬁjpsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Biaya Tambahan

. __|A(Tidak ada)

1 1 0 0,00
2. |B {Jarang_}_ 2 0 0,00
3. |c(sering) 3 0 0,00
4. |D (Selalu) 4 417 100,00
Jumiah 417 100
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6. Hadiah
Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 4,000 berada pada
interval skor kategori 3,5324 — 4,00 kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan
demikian Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori “A” (Bersih
dari Korupsi) pada Unsur Hadiah.

Adapun hasil analisis pada Unsur Hadiah secara ringkas disajikan
dalam tabel berikut ini :

Tabel 8

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Hadiah

1. |A (Selalu) 1 0 0,00
2. |B(Sering) 2 0 0,00
3. |C {Jaran_g_]_ 3 0 0,00
4. |D(Tidak Ada) 4 417 100,00
Jumlah 417 100

7. Transparansi Biaya

Hasil analisis diperoleh rata- rata skor sebesar 3,993 berada pada
interval skor 3,0644 - 3,532 kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan
demikian Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori “A” (Bersih
dari Korupsi) pada item atau indikator Transparansi Biaya.

Adapun hasil analisis pada unsur Transparansi Biaya secara ringkas
disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Transparansi Biaya

A (Tidak ada) S

1. 1 1 0,24
2. |B(Jarang) 2 0 0,00
3. |C(Sering) 3 0 0,00
4. |D (Selalu) 4 416 99,76
Jumlah 417 100

8. Percaloan

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 4,000 berada pada
interval skor 3,5324 - 4,00 kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan demikian
Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori “A” (Bersih dari Korupsi)
pada Unsur Percaloan.

Adapun hasil jawaban kuesioner pada Unsur Percaloan secara
ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:
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Tabel 10

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Percaloan

- __|A (Selalu) 0 0,00
0

=

1
2. |B (Sering) 2 0,00
3. |C{Jarang) 3 0 0,00
4. |D(Tidak Ada) 4 417 100,00
Jumlah 417 100

9. Perbuatan Curang

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 4,000 berada pada
interval skor 3,5324 - 4,00 kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan demikian
Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori “A” (Bersih dari Korupsi)
pada Unsur Perbuatan Curang.

Adapun hasil analisis pada kuesioner Perbuatan Curang secara
ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 11

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Perbuatan Curang

1. |A(Selalu) 1 0 0,00
2. |B(Sering) 2 0 0,00
3. |C {Jaragg} 3 0 0,00
4. |D (Tidak Ada) 4 417 100,00
Jumlah 417 100

10. Transaksi Rahasia

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,998 berada pada
interval skor 3,5324 - 4,00 kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan demikian
Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori “A” (Bersih dari Korupsi)
pada Unsur Transaksi Rahasia.

Adapun hasil analisis pada kuesioner Transaksi Rahasia secara
ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 12

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Transaksi Rahasia

1. |A (Selalu) 1 0 0,00
2. [B(Sering) 2 0 0,00
3. |C(tarang) 3 1 0,24
4. |D (Tidak Ada) 4 416 99,76
Jumlah 417 100
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B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang dilakukan tersebut,

dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) unsur nilai terendah yaitu :

1

Menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah
proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?

Pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan
diluar persidangan ?

Pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan
di Pengadilan ?

Walaupun ketiga varibel pengukuran tersebut secara kumulatif masih dalam
katagori “A” artinya “Bebas dari Korupsi” namun hal ini menunjukan bahwa pada
ketiga variable anti korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut belum

optimal. Sebagian responden masih memberikan tanggapan kurang
memuaskan atas variable tersebut.

1.

Menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah

proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? ( Untuk pelayanan yang

dipungut biaya / PNBP )

- Pertanyaan untuk mengetahui apakah apabila ada transaksi yang
mengharuskan membayar sesuai tariffpembayaran yang sah,
pengguna layanan selalu menerima bukti transaksi tersebut.

. Permah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan

diluar persidangan ?
- Pertanyaan untuk mengetahui apakah pengguna layanan pemah
mengurus atau berkoordinasi mengenai perkara secara langsung

dengan Hakim, Panitera, atau staf Pengadilan di luar proses
persidangan.

- Pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di

Pengadilan ?

- Pertanyaan untuk mengetahui apakah pengguna layanan pernah
mengetahui, melihat, atau menemukan adanya praktik percaloan
dalam proses pengurusan layanan di Pengadilan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, maka upaya

tindak lanjut dari ketiga unsur terendah tersebut tertuang dalam tabel
berikut :
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Tabel 13
Monitoring dan Tindak lanjut

Hasil Survei 3 Unsur Terendah

Saran/Rekomendasi

Tindak lanjut

Data Dukung

Menerima bukti transaksi
keuangan / pembayaran yang
sah setelah proses pembayaran
di Pengadilan dilakukan ? ( Untuk
pelayanan yang dipungut biaya /
PNBP )

1. Sosialisasi kepada masyarakat terhadap jenis pelayanan

yang ada dan bisa diperoleh di Pengadilan Tinggi Bandung
beserta besaran biaya/tarif layanan serta publikasi jenis dan
biaya layanan pada layar informasi dan media sosial.

. Dimintakan bukti pembayaran PNBP yang disetor kepada

Negara dari bagian Keuangan

. Memasang pamflet/brosur di

meja layanan dan tayangan slide
pada layar informasi maupun
pada website dan media sosial
pada Pengadilan Tinggi Bandung

. Berkoordinasi dengan bagian

keuangan terkait penyetoran
biaya PNBP

-

. Standar pelayanan

Maklumat
Pelayanan
Aplikasi Media
Sosial

. Bukti Setor PNBP

Pernah mengurus perkara melalui
Hakim / Panitera / Staff
Pengadilan diluar persidangan ?

. Meningkatkan sosialisasi mengenai mekanisme pengurusan

perkara melalui jalur pelayanan resmi Pengadilan.

. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai

prosedur dan batasan interaksi dengan Hakim/Panitera/Staf
di luar persidangan.

. Mendorong masyarakat menggunakan kanal pelayanan

resmi Pengadilan.

. Menyediakan informasi prosedur

dan kanal layanan resmi pada
ruang pelayanan dan media
informasi Pengadilan.

. Melakukan sosialisasi mekanisme

pelayanan perkara kepada
masyarakat,

. Melakukan koordinasi dan

monitoring pelaksanaan
pelayanan.

e

. Standar Pelayanan

2. SOP Pelayanan

Perkara

. Maklumat

Pelayanan

. Media

Informasi/Website

. Dokumentasi

Sosialisasi
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Pernah mengetahui ada praktek

. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai

Memasang media/imbauan anti
percaloan pada area pelayanan

. Maklumat

Pelayanan

PERAER0 Ui pehyisvsm layanan Pengadilan yang bebas dari praktik percaloan. dan media informasi Pengadilan. | 2. Standar Pelayanan
layanan di Pengadilan ? ‘ 2. Memberikan informasi mengenai kanal pengaduan apabila ‘ 2. Mensosialisasikan kanal " |3 sop Pelayanan dan
menemukan dugaan praktik percaloan. pengaduan kepada masyarakat. Pengaduan
3. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan 3. Melakukan monitoring dan 4. Poster/Banner Anti
pelayanan. evaluasi pelayanan secara Percaloan
| berkala. 5. Kanal Pengaduan
‘ 4. Menindaklanjuti pengaduan 6. Dokumentasi
. sesuai ketentuan. Monitoring dan
‘ | Evaluasi
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BAB IV

DATA SURVEI
A. Data Responden
1. Umur Responden

Tabel 14
Karakteristik Responden Menurut Umur

1 |18-28 Tahun 183 43,88

2 |29 -39 Tahun 119 28,54

3 |40-49 Tahun 49 11,75

4 |50 - 59 Tahun 50 11,99

5 [> 60 Tahun 16 3,84
‘Grafik 1

Karakteristik Responden menurut Umur

= 18- 28 Tahun = 29-39 Tahun = 40 - 49 Tahun
50-55 Tahun » > 60 Tahun

Mayoritas responden ini berumur 18 - 28 tahun dengan jumlah 183
orang dari total 417 responden atau 43,88 %.

2. Jenis Kelamin Responden

Tabel 15
Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

1 |Laki-laki

310 74,34
2 |Perempuan 107 25,66
Jumlah 417 100,00
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Grafik 2
Karakteristik Responden menurut Jenis kelamin

= Laki-laki « Perempuan

Mayoritas responden ini berjenis kelamin Laki-laki dengan jumiah 310
orang dari total 417 orang atau 74,34 %.

3. Pendidikan Terakhir Responden

Tabel 16
Karakteristik Responden Menurut Pendidikan

[=

w

<

>
=)

5 1,20
2 |DI-DI 1,44
3 |s1 317 76,02
4 |s2 84 20,14
5 |S3 5 1,20

Grafik 3
Karakteristik Responden menurut Pendidikan

= SD-SMA = DI-DIll =51 =52 wS3

Mayoritas Pendidikan Responden disini adalah Sarjana (S1) yang
berjumiah 317 orang dari total responden 417 orang atau 76,02 %.
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4. Pekerjaan Responden

Tabel 17
Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan
1 |PNS 2 0,48
2 |[TNI/POLRI 8 1,92
3 |Swasta 172 41,25
4 |Wirausaha 36 8,63
5 |Lainnya 199 47,72
Grafik 4

Karakteristik Responden menurut Jenis Pekerjaan

*PNS = TNI/POLRI = Swasta « Wirausaha W Lainnya

Sebagian besar responden berprofesi lainnya berjumlah 199 orang dari
total responden 417 orang atau 47,72 %.

5. Jenis Layanan

Tabel 18
Karakteristik Responden Menurut Jenis Layanan

1 [lLayanan Pidana 0 0,00
2 |Layanan Perdata 5 1,20
3 _|Layanan Hukum/Informasi 398 95,44
4 [Layanan Administrasi Umum 9| 2,16
5 |Layanan Tipikor 4 0,96
6 |Layanan EEE 1 0,24

Jumlah 417 100,00
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Grafik 5
Karakteristik Responden menurut Jenis Layanan

= Lavanan Pidana = Layanan Perdata
* Layanan Hukum/Informasi - Layanan Administrasi Umum
= Layanan Tipikor W Layanan Niaga

Sebagian besar responden menerima layanan Hukum berjumlah 398
orang dari total responden 417 orang atau 95,44 %.

6. Domisili Responden

Tabel 19
Karakteristik Responden Menurut Domisili

1 |DKl Jakarta 5 1,20

2 |Jawa Barat 406 97,36

3 |lawa Tengah 3 0,72

4 |Jawa Timur 0] 0,00|

5 |Lainnya 3| 0,72|
Grafik 2

Karakteristik Responden menurut Domisili

= DKl Jakarta = Jawa Barat » Jawa Tengah « Jawa Timur = Lainnya

Sebagian besar responden ini berdomisili di wilayah Jawa Barat yang
berjumlah 406 orang dari total responden 417 orang atau 97,36%.
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B. Data Dukung Lainnya
1. Link Survei

h_ttg:f‘fesurvev.badilum.mahkamahaqunq.qo.idipengadilan;‘OQ?SOO

2. Publikasi Hasil Survei

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BANDUNG

I Clirmng: Mo

Eandung

hitps://pt- bandung.ge.id/

PUBLIKAS! INDEKS PERSEPS| ANTI KORUPSI

Poriode: 1 Juli 2026 /d 30 Septomber 2028

JUMLAH 417 RESPONDEN
GENDER Laki-Laki ; 310 org Perempuan : 107 ora
PENDIDIKAN  Tidak/Belum Sekolah ‘Dorg Diglerna 2:1org
SURVEY PERSEPS| ANTI KORUPS! 3z o Dpema 3 Rag
NILAI INDEKS BERJALAN otk Sarjana 51: M7 org
SMUT 8 org Magister 52 - B org
4'00 ,'I 99,98 % Diploma1: 0 org Doktor 53 ; § org
PEIKERJAAN  PNS 200 Witoswasto: 172 org
THi:Oerg Wirausaho . 38 org
Polri- Borg Tenoga Kontrak " Jarg

Lainnya : 196 org

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilal Rota-Rata per Unsur:

I. Apaikah menerima bukti tronsaksi keuangan | pembayaran yang sah sateioh proses pembayaran di Pengadilan dilakukan 7 3.89
2 Apakah pernah mengurus perkara melalul Hakim | Panitera | sttt Pengadian diluar persidangan ? 4.00
3. apakoh pernah mengetahul ade proktek percoioon dalom pengurusan layanan di Fengadilan # 4.00
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3. Rekapitulasi Jawaban Responden

uio

us

u7

us

U4

u3

U2

U1

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37

38

39

40

41

42

43
44

45

46
a7
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49

50
51

52
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55
56

57

58

59

60

61
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65

66

67
68
69
70

71
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74
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98

9%

100
101
102

103
104
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108

109

110

111
112
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119
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121
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150

151
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4
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398

399

400

401

402

403

404

405
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407

408

408

410

411

412

413

414

415

416
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Rl Rl Bl R I I N - N -0 N S (- N - (- I 8 S
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=

g
:

1668 | 1668

1668

3
8
g

1668

1667

NR

4,000

:

4,000 | 4,000

4,000 | 4,000 | 3,993

E

4,000

3,998

NRR

0,4000

:

0,4000 | 0,4000

0,4000 | 0,4000 | 0,3993

'§

0,4000

0,3998

SPAK

99,98

IPAK

4,00

Keterangan:
- U =Unsur Pelayanan

NRR= Nilai Rata- rata

IPK = Indeks Persepsi Korupsi

*) = Jumlah NRR IPK tertimbang
**) = Jumlah NRR tertimbang x 25

NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi dengan jumlah kuesioner
yang terisi
NRR tertimbang = NRR Per unsur x (1/10)

1. A(Bersih dari Korupsi) 88,31-100,00  3,5324- 4,00
2. B (Cukup Bersih dari Korupsi) 76,61-88,30  3,0644- 3,532
3.  C (Kurang Bersih dari Korupsi) 65,00 - 76,00 2,60- 3,064

4. D (Kurang Bersih dari Korupsi) 25,00 - 64,99 1,00- 2,5996
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EVIDEN TINDAK LANJUT

MAKLUMAT PELAYANAN

PENGADILAN TINGGI BANDUNG

MAKLUMAT PELAYANAN

NOMOR : 67/KPT.W11-U/SK.HM1.1//2026

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENER US, APABILA
TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI
PELAYANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU”

BANDUNG, 4 FEBRUARI 2026
KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Ditandatangand secara elektronk oleh

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
Dr. HERY SUPRIYOND, 5.H., M.Hum.

& = UU TE 18 Tahun 2018 Pasal 5 ayst 1

—om  formasiElektronik danistey Dokumen Elekironk dan/stau hasil cetaksnnya merupakan alst bukti hokom yang sah”
*Dokumen i lelah 32 sacars slekironik kan serlifikal slekirolk vang dearbikan BSiE
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PPID PENGADILAN TINGGI BANDUNG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN TINGGI BANDUNG

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

“PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK SECARA CEPAT, TEPAT WAKTU, BERBIAYA RINGAN DAN SEDERHANA SESUAI
DENGAN KETENTUAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN”

BANDUNG, 2 JANUARI 2026
PANITERA MUDA H um
PENGADILAN TINGGI DUNG

HARIF JAUH , S.H., M.H.
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PEMBERLAKUAN STANDAR PELAYANAN & BIAYA
PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Al .
#e S “STANDAR PELAYANAN
PENGADILAN TINGGI BANDUNS

JENIS PRODUK LAYANAN

ng, Perkara Perdata;
ding Perkara Pidand;
ad ingt Perkira Pidana Khusus Tinduk Pidana Korupsi;
anding Perkara P1dana Anak;
engad

seuna 'l'erdaliar K Court:

| amin Produs

Jenis Produk Layanan

Jania Produk Tangha

sl s S el Produk | Pananganan Pangutuan,

Jenis Produk Layanan

Parvyarstan Stum Madanisme "‘
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o

Jenis Produk Layanan

lwmis Produk
Laywnan

Parvymiatan Sistam Madaname

Jenis Produk Layanan

laevis Produk Smtem langka

Saoymatin
Layanan g Mekanizme Waktu

Purangaman Pengadusn,
aran dan Mashan

Pavargaran Pungatuan,

saran dan Mavian

EETUA PENGADELAY TINGG! BRANDLWG
EEFUTUSAN EETUA PERGATILAN TINGEE RARDTWG
WOMOR | 73T WL/ SLOTL ML 00
TENTAND

STANDAR PELATANAS
FADA FENGADSLAR TIMGH! EARDUNG

EETUA PERGADIIAN TINGO! RANDUNG,

WENETAPEAN  KEFUTTSAN KETUA PENGADCLAN TINOG BANDUNG

TERTANG STANDAR FELATANAN FADA PEMGATS AN

Yomw | LMUKFLEILY SEQTLA VL EE mema 3
S 235 ey Bacder Pusrines cede Peusiiem

Pagudiias g Banding
Sy g i ks, puialaaram
e bl apar e bl dulam

Fapousan il molel belaon sgek angpel Sweapian
dengan  keechuen bebem apebls 3 kemudien hed
tardapet [
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PENUNJUKAN PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP),

PENATAAN DAN PENGELOLAAN RUANG DEPAN
PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

HETUA PENGADILAR TINGGI RANDUNG

HETUA PERGADILAN TINGG! BANDUNG
NOMOR : T6/KPT.W11-0/SK_-PW1. 1. 1/11/ 2006

TERTANG

PENURJUKAN PERGELOLA

FELAVANAN TERPADU SATU FINTU PTSF),
PENATAAN DAN PENGELOLAAN RUANG DEPAN PADA
PENGADILAN TIRGGI BANDUNG

HETUA PENGADILAN TINGG! BARDUNG,

Mecnb " B Banung Becor
164/KPT. Iru U/SKFWL. Lummzs tanggal i3
tmng  Pemsmmban Lor

Menimbesg @

bahws  untuk ancparensi  das

lusitas layanan vang baic kap

pascan keadian gins pelaranan yeng

oapat. mudah, ruur dan tenangicoy
. Tang prima. uk ik

dan apd lmrupsi belusi das nepotiume. malks

P Tingg

s bakva .

msamhw._h zdubuml'l m
angan Karus

Bardung tentang Panmlun Fangslala
Nmnl'wdu!lﬂﬁnhﬂ’fﬂ'l Pazsistaan dan
Pengelolaan Puang Depan pada Pangeilan Tingg
EBandung
Undang-Undeng Nemor 14 Tshun 2008 tentang
Estarbuksss lfermes Publilc
Undang-Undsng ¥omer 25 Tahun 2009 tantang
Palayanan Publl;

Und-:pUné.-n. NWomzyr | Tahus 2034 wumtang
Parubshan Kedua stas Undung-Undang Nomer 11
Takun 3008 tentang informac dam Tressaks
Elsictranik
Peraruran Presiden Pepublic ndoneia Nomar 37
Tahun 2014 -mm Fanreanggaraan Palaranan
wrpady Satu
Parsturan M Agung Rl Nemer 7 Tabun
016 mmtang Fedeman m Pengeduan
| Di Mah Agung Dan
Bedan F--dﬂ.-n?n‘m i Bawaheye:
Parsturan Keemiyi Informac Nomar [ Tabus 2021
tentang tender Layunan Informasi Pubie
Kquuu-: Hetua Majtkamah  Agung  Fepubli
Indonesia  Nomer ozunwmw:vzz tantang
Sundar Pelsranan
Kepuriean Ketua lhhh—h Agung  Papublic
Indomesin Nomer 3-124/KAA/SE/ VI 2027 tantang
Standar Pelaranan Informani Publile 4 Pangaddan;
Kapurusan Wakd Ketas Mabkemah Apung 71 Bidang
Yoa W Nomar  QL/WEMA-NY/ 8K/ 2015
Informad  pads

teatang Pelaranan
.\l-hhn-h AguagR1

Kaputases Direicur Jenderal Badas Parsdidan Umum
Homer - twm;muu'-ms fantang Pademan
Seandar Infarman

magyarakat mm Keadilan dan Stamder Mea
informas 4i Fangadilan:

Keputusan Diralrur Jendera] Badan Feradilan Umum
Nomor 1080/DJU/SETLL/VI/2025 tnpeal 16 Jum
2025 seavang Parubshan Surst Keputusan Direleur

Junderal  Baden Pemdilan  Umum  Nemer
PI4/DUU/SK ML 17T 2024 Temang Pambarasn
Standar Baru Pinrs

Pademan Terpadu
[PTSP) Pada Fengadilan Tmggi Dan Pangadilan Negen

MEMUTUSKAN,...

MERETAFEAN

PENATAAN DAN
PENGELOLAIAN RUANG DEPAN FPADA FENGADILAN

Mumeabut Kepumasas Estun Frogedden Tings Dasduzg
Memor 164 KFT.W 1LY /SEFWL L1/ D0/ 2025 maggal 15
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APLIKASI MEDIA SOSIAL

humas.ptbandung Following v Message  +&

{

335 posts 1,207 followers 28 following

Pengadilan Tinggi Bandung

() Home @ www.youtube.com/channel/UCSPLKsag X -e4zZIBTAUItW
Followed by fahmy frdz dpdkaijabar hurr agung - 4 more
Q Search
@ Aeels E
PENGAWASAN PEMBINAAN MUSDA KAH! PUSLIC CAM...
V'  Messages
QO  notifications 8 posTS = REELS @ TAGGED
® create
@ erofie
5 m B BIROKRASI BERS
B (WBBM)
= More Fil
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23 YouTube *

(g Home
&3 sharts

(3] subscriptions

You >

B vourchannel
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HUMAS PT BANDUNG

@humasptbandung263 + 6 22K subscribars - 38 videos
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i PELAYANAN PTSP PENGADILAN TINGGI BANDUNG | Rev.1 VIDEO PROFIL LAYANAN PE
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BDG) PENGADILAN TINGGI BANDUNG

13K viaws - | year age
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ARSI SRR A
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LAYAR INFORMASI TERKAIT KEPANITERAAN & KESEKRETARIATAN
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PEMBINAAN PETUGAS PTSP OLEH PENANGGUNG JAWAB PTSP
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KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

KEFUTUSAN KETOA
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Jsrm wll U;’SK Hlllﬂh"aﬂh Ilnunl 14 Jluunn 025
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K ® " Agiig Mgl lndsnas
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BUKTI SETOR PNBP

Esmenierian/|embaga
Uit Qrganmas|

Sazuan neria

Pipa

Tahwn Anggaran

Propingd / Kabupaten / Kota

Sudah Terimy Uang Dan
himiah

Terbilang

Mata Angganan Ferer maan

IMAHICARNAM AGLIMG Al Nofiuke . gooo3
G Direitocst benderal Badan Pavaditan Usmum Lembar 3 untub Bendabiara Parvior
PE9067  PENGATILAN TING GI BANDUNG
NEMOR - 22 DBt 005,01 2 09906 1%
W
U251 Proo laws Barat/ Kow Bandung
SURAT BUKTI SETOR
Staff Bagian Hubum BT Bandung
®p. 1580 000
St luta Lima Ratus Cuelapan Puivh Riby Aupish

415239 Perdagatan Kejamaan dan Peradioan Lalnmya (- 210000 v 158 = Fip. 1580, 000)
158 arang calon atvakat (data advolkat teriampir)

Bandury. 17 September 2076
Pemyetar Bend, nErmaan

T .

Aedrie Maerd Rusbayanad id
NP I3TO0S 162009041004

Sl Bagiar Hukum #1 Bandun £

PT. Bank CIMB Niaga, TBK

Data Pembayaran:

Tanggal dan Jam Bayar
Tanggal Buku

Kode dan Nama Cahang
Bank

NTB

NTPN

STAN

Data Ssloran:

Kaode Bilk

Nama Wajib Bayar
Kementrian/Lembaga
Unit Eselon |

Satuan Kerja

Jumiah Setoran
Kode Mata Uang
Terbilang

Transaksl Berhas

B CIMBNIAGA

Kementenan Keuangan

Penarimaan Negara Bukan Pajak

1710972025 10:16.45
17/09v26
047007 - Mohile Banking

095721973018
BT6F CA9001PRINCL
473018

B20260917403029
Bendahara Penerimaan
005

03

099067

1.580.000.00

IDR

Satu Jula Lima Ratus Delapan Pulun Ribu

" Thisisa Cofmputar ganeraled ma ssage and reguires no signature

Inf 5 Iy hasid

fak I dan tidak memeriukan fanda tangan
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KemanterianLembaga
Unit Orgarisasi

Satuan Kerja

Mpa

Tahum Anggaran

Peping f Kabupaten / Kota

Sudah Terima Uang Can
Tuntan
Tertuizng

Mata Anggaran Panetimaan

MAHKAMAK AGUNG RI
03 Direktorat lenceral Badar Peradilan Umum
099067 PENGADILAN TINGG! BANDLING

NOBAOR - §P DIPA- 005.03 2.099067/ 2025
2025
0251 Prop, Jawa Sarat { Kota Bandung

SURAT BUKTI SETOR
Tbe Rests (Kapanitersan Perdata PT Bandung)

: Rp 40,000

Empat Pulub Riby Ruplan

Ne. 513,521, 529, 500 Tahun 2026

Ibu Rest: [Kepanitersan Perdars & Bancung)

Mo Bukti @ D006

Lembar 2 untuk Bendahara Penystor

1 425138 Pendapatan Nejakizan dan Peradian Lasnnya (- @10 000 v 4 = Rp, 40.000)

Bandung, 31 Agustus 2025

Bendanars Penanmaan

LEMBAR PENYETORAN
BIAYA REDAKSI (PNBP) PUTUSAN PERDATA

Sudah diterima oleh : Bendahara Penerimaan

Uang Sebesar : Rp.40.000

Terbilang : Empat Puluh Ribu Rupiah

: Penyetoran Biaya Redaksi (PNBP) Putusan Perkara Perdata sbb:

Untuk Keperluan

NO PERKARA

S13/PDT2026/PT BDG

521/PDT/2026/PT BDG

S29/PDT/2026/PT BDG

4| 500PDT/2026/T BDG

v o

Andrie Masrt Rusbayanal Md.
HIP 197905 16200904 1004

Bandung, 31 Agustus 2026
Yang Menyerahkan,
Bendahara Biaya Proses
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RUJUKAN

- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan.

3. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: 43/BP/SK/VINN2013 tentang Pedoman Audit Kinerja
dan Penilaian Integritas Pengadilan Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei
dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik

(Sisuper) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan
Peradilan di Bawahnya

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan
dan Evaluasi Zona Integritas 2023.
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